
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR Z| TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

t

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
perubahan besaran Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dapat dilakukan setelah organisasi
perangkat daerah tersebut dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun;

b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka Struktur
Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2007
dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga
perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan
Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun .2004 tentang Perimbangan



Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR
21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN
KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakya (Asisten I) yang membawahi:
1. Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari:

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
b) Sub Bagian Otonomi Daerah
c) Sub Bagian Pertanahan

2. Bagian Hukum terdiri dari:
a) Sub Bagian Perundang-undangan
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
b) Sub Bagian Agama



c) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga
b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) yang membawahi:

1. Bagian Perekonomian terdiri dari:
a) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian
b) Sub Bagian Produksi Daèrah
c) Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Koperasi

2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
a) Sub Bagian Administrasi Program
b) Sub Bagian Pengendalian/Monitoring Program
c) Sub Evaluasi dan pelaporan

c. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) yang membawahi:
1. Bagian Umum dan Rumah Tangga terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga
b) Sub Bagian Perlengkapan
c) Sub Bagian Tata Usaha Keuangan

2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari : j

a) Sub Bagian Kelembagaan
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan
c) Sub Bagian Analisis Jabatan

3. Bagian Protokol dan Kehumasan terdiri dari :
a) Sub Bagian Tarnu dan Upacara
b) Sub Bagian Perjalanan Pimpinan
c) Sub Bagian Kehumasan

d. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah
ini.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga secara keseluruhan pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam pelaksanaan koordinasi Asisten dikelompokkan menjadi :
a. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pertanahan, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Pengawasan, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta
Ketertiban Umum, Satuan Polisi Parnong Praja, Tata Pemerintahan Umum, Hukum,
Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Pelaksana Harian
Badan Narkotika.

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan meliputi Perencanaan Pembangunan, Pertanian,
Perkebunan dan Kehutanan, Pertambangan dan Energi, Kebudayaan, Pariwisata dan Seni,
Perindustrian dan Perdagangan. Koperasi dan UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, Penanaman Modal, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Kesehatan,
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Pasar, Pertamanan dan
Kebersihan Kota dan Pelayanan Perijinan.

c. Bidang Administrasi Umum meliputi Kepegawaian dan Diklat, Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Organisasi dan Tata
Laksana, Umum, Protokol dan Sekretariat KORPRI.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkandi Sukadana
pada tanggal 2g Desember 2009

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

S ATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal zg Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2009,
NOMOR : Z|

UiPARAF KOORDINAS ï
1. SEKDAKAB.
2. ASS.I
3. ASS. II
4. ASS. III
5. /
6. BAG. HKM .A. ......
7.

/ /

‘8.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal Desember 2009

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

S ATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal ZQ Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

I WAYAN SUTARJA^^

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2009,
NOMOR : 2|





BUPATI
LAMEUNG
TIMUR,

S

ATONO


